
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1647, 2019 LIPI. Budaya Pelayanan Prima. 

 

 

PERATURAN 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2019 

TENTANG 

BUDAYA PELAYANAN PRIMA 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pelayanan publik yang baik dan berkualitas di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia harus 

berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima 

layanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dihasilkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

b. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Budaya 

Pelayanan Prima di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah 

Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 

Nomor 11); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 
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Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 

8. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di 

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 957); 

9. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG BUDAYA PELAYANAN PRIMA DI LINGKUNGAN 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:  

1. Budaya Pelayanan Prima adalah sikap, perilaku, dan 

tanggung jawab pelaksana pelayanan publik dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sesuai dengan 

standar pelayanan publik.  

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.  

3. Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disebut 

Pelaksana Layanan adalah pejabat dan/atau pegawai di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 
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tindakan Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. 

4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 

dan terukur. 

5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya 

disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 

6. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan LIPI yang 

menyelenggarakan Pelayanan Publik yang dipimpin oleh 

pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau 

yang setara. 

 

Pasal 2 

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan Budaya Pelayanan Prima kepada masyarakat 

atau penerima layanan dari Unit Kerja di lingkungan LIPI. 

 

Pasal 3 

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk: 

a. meningkatkan kemampuan Pelaksana Layanan dalam 

memberikan Pelayanan Publik; 

b. menumbuhkan tanggung jawab untuk memberikan 

Pelayanan Publik terbaik; dan 

c. membentuk sikap dan perilaku melayani.  

 

BAB II 

LAYANAN 

 

Pasal 4 

Layanan terdiri atas: 

a. layanan sains; dan 

b. layanan informasi publik. 
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Pasal 5 

(1) Layanan sains sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a merupakan penyediaan infrastruktur riset 

nasional, tempat, atau wadah kolaborasi aktivitas kreatif 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sumber 

daya manusia iptek, akademisi, industri, instansi 

pemerintah, dan masyarakat umum. 

(2) Penyediaan infrastruktur riset nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia 

dan perangkat keras atau perangkat lunak. 

 

Pasal 6 

Layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b merupakan penyediaan informasi publik 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan LIPI. 

 

BAB III 

KELEMBAGAAN PELAYANAN PUBLIK 

 

Pasal 7 

Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan LIPI terdiri 

atas: 

a. pembina; 

b. penanggung jawab; dan 

c. pelaksana. 

 

Pasal 8 

(1) Pembina penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu Kepala Lembaga.  

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penanggung 

jawab.  

 

 

 


